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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI KABUPATEN PELALAWAN (STUDI KASUS DI KANTOR
CAMAT KECAMATAN BANDAR PETALANGAN)

Oleh

Susianti
NPM: 177310075

Kata Kunei : Kebijakan,:Disiplin, Aparatur Sipil Negara

Kebijakan adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan tertentu,
Disiplin merupakan sifat patuh dan taat terhadap aturan,oleh karena Tujuan dari
penelitian ini-adalah untuk menilai kedisiplinan pegawai negeri sipil di Kantor
Kecamatan Bandar Petalangan dan hambatan kedisiplinan di Kantor Gubernur
Kabupaten Bandar Petalangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah
kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui-data primer dan sekunder
dengan pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi, dan
dokumentasi dengan informan. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu
dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap dan
menuntaskan masalah-masalah agar dapat dipahami dan dimengerti secara
keseluruhan dari.penelitian tersebut, agar dapat di peroleh gambaran yang jelas.
Berdasarkan hasil penelitian-dan_ pembahasan.yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka dapat disimpulkan bahwa kedisiptinan' yang ditunjukkan pegawai dalam
menjalankan tugas dan fungsinya di Kantor Camat Bandar Petalangan belum
memperlihatkan kepatuhan atas ketentuan yang ada. Hambatan kedisiplinan PNS
di Kantor Bandar Petalangan dikarenakan lemahnya kepemimpinan dalam
menegakkan peraturan dan kurangnya komunikasi antar atasan dan bawahan,
terbatasnya sarana prasarana pendukung dan adanya tenaga honorer yang menjadi
tempat pelimpahan pekerjaan, tindakan korektif dari atasan yang masih lemah,
dan kesadaran para PNS sebagal abdi negara yang masih rendah.
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ABSTRACT

EVALUATION OF POLICY FOR ENFORCEMENT OF STATE CIVIL
APPARATUS DISCIPLINE IN PELALAWAN DISTRICT (CASE STUDY

cific purpose,
se of this study

IS to assess District Office
and discipl S 3 3anda ) ernor's Office.
The type of resee S ne au s quali gction techniques

were obtaine / and se tion carried out
by intervie i ANG tation witl s. This study uses
data analysit to uncover and
resolve prob d as a whole from
the research, he results of the
an be concluded

ave been de
that the discipling ees : ies and functions
at the Bandar P : ance with existing
regulations. Bar [ 0 ar Petalangan Office are

due to weak lead g Ie of communication
between superiors a
presence of honorary ( la delegating work, corrective
actions from superiors who' eak,‘and awareness of civil servants as state
servants. which is still low.
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1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Il4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undan



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Kecamatan merupakan wilayah suatu daerah yang dipimpin oleh seorang
camat. Camat dibantu oleh perangkat organisasi dalam menjalankan tugasnya,
kecamatan membawahi” beberapa kelurahan atau desa, kecamatan bertanggung
jawab kepada Bupati atau Wali Kota melalui sekretaris daerah Kabupaten atau
Kota. Aspek dalam pembangunan kecamatan terdiri dari beberapa bidang vyaitu :
Bidang Pemerintah,desa dalam suatu wilayah kecamatan, Ekonomi, Sosia |
budaya, Pembangunan Masyarakat Desa, keamanan dan kertertiban wilayah.

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaan melibatkan
seluruh aparat pemerintahan; baik di tingkat pusat atau pun-di tinggkat daerah
bahkan sampai di tingkat desa komponen atau aparat yang dikmaksud hendaknya
memiliki kemapuan yang optimal dalam melakasanakan tugas. dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat diperlukan aparat pemerintahan yang memiliki
integritas yang tinggi untuk berkerja“dengan penuh kesadaran sebagai pelayan
masyarakat.salah satu abdi masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil. Pegawai
Negeri Sipil adalah merupakan unsur aparatur negara aparatur negara yang
bertugas memberikan pelayanan yang terbaik,adil dan merata kepada masyarakat.
Agar tercapainya tujuan pembanguan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil

yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangasa, profesional dan



bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan
kepada Pancasila, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya aparatur
Negara berperan.menentukan..keberhasilan..penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan PNS adalah warga
Negara Indonesia yang memenuhi'syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian Untuk menduduki jabatan
pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan
cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara-Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibentuk aparatur sipil
negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme; yang mampu memberikan pelayanan publik-kepada masyarakat
dan mampu menjalankan perannya sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

PNS yang mampu" memainkan “peranan tersebut adalah PNS yang
mempunyai kompetensi dan diindikasikan dengan sikap disiplin yang tinggi,
kinerja yang baik serta perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada
Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya
sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan
bangsa.Namun, karyawan di otoritas publik sering melakukan pelanggaran

disipliner,Keterlambatan kedatangan, kemalasan, keberangkatan awal dan
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penyimpangan lainnya, membuat mereka kurang efektif dalam menjalankan
pemerintahan dan menciptakan frustrasi di masyarakat..

Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi yang

penggerak an sac ‘;' \enjals P_ 5 da a dengan baik.
Dengan te
berhubungan dengan as organisasi akan

berjalan sec

berdaya.
Sebagai aturan, tanggung jawab pegawai negeri sipil (PS) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 yang diatur dalam Pasal 3 meliputi::
1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS,

2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan,



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Pemerintah,

. Masuk kerja dan menaati ketentuan kam kerja,

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan,

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya,

14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas,
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16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier,

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang.

kedisplin ebac aya ) ml pelayanan

kepada ; D . sejauh mana

lingkungan pen fahan Kabupat Iam peratuiran
Bupati No ,- patl Pelalawan

Aparatur Sipil

Kabupaten Pelala : | iteg gi tentang aturan

adalah

berdampak pada pelayanan yang output yang seharusnya adalah memberikan
pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
Tentang penengakan disiplin  pegawai dilingkungan pemerintahan

kabupaten pelalawan.
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Pada Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomer 65 Tahun 2015

Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten

Pelalawan,dijelaskan bahwa :

5. Jam pulang kantor hari Rabu dan Jum’at pukul 16.00 WIB;

c. Hari kerja Pegawai pada Unit Pelayanan di Dinas Kesehatan,Dinas
Pendidikan,Dinas Kehutanan dan Perkebunan,Badan Penangulanan
Becana dan Damkar,Satpol PP,Dinas Tata Kota Pertamanan
Kebersihan dan RSUD Selasih adalah 6(Enam) hari kerja dalam

1(satu) minggu;
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d. Jam kerja dan bhari kerja Pegawain Unit kerja sebagaimana

dimaksud pada huruf ¢ disesuaikan dengan kebutuhan jam Kkerja

yang ditentukan oleh masing-masing SKPD yang membidangi unit

Pelalawa

5 Peratural
Pegawai D
ore setiap hari

abungan setiap

"

. Setiap Pegaw . )
pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan
Kabupaten Pelalawan kecuali yang ditugaskan lain oleh SKPD;

5. Bagi Pegawai yang bertugas dikecamatan wajib mengikuti kegiatan

upacara apel, senam dan acara-acara kegiatan keagamaan yang

dilaksanakan dikecamatan masing-masing.



Di dalam Kecamatan terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja
melayani masyarakat dengan baik. Terdapat banyak sekali kasus tidak disiplinnya
Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas. Salah satunya di Kecamatan
Bandar Petalangan Kabupaten. Pelalawan.. Bandar Petalanagan adalah sebuah
Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia yang beribukota kan
Pangkalan kerinci. Pangkalan. Keringi berjarak 71 km ke arah Bandar Petalangan.
Di Kantor Camat Bandar Petalangan terdapat sebanyak 11 Aparatur Sipil Negara
dan 27 Honorer. Berdasarkan pengamatan peneliti, Pegawai Negeri Sipil di
Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawanini menunjukkan bahwa
mereka masih kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Berikut-Daftar Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Kehormatan di Kantor
Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan:

Tabel 1.1. Ringkasan Kehadiran Pejabat (PNS) dan Relawan di Kantor
Camat Bandar- 'Retalangan.' Kabupaten Pelalawan Tahun
(Januari sd Desember 2020)

Jumlah Keterangan

No. Bula Pegawai | Sakit | Izin | Alfa | Cuti | DL | Jumlah
1 Januari 30 6 20 10 1 12 49
2 Februari 30 8 18 . 1 18 40
3 Maret 30 9 21 9 2 20 51
4 | April 30 3 12 15 3 16 51
5 Mei 30 14 27 14 6 22 83
6 Juni 30 21 25 16 6 20 88
7 Juli 30 11 23 14 6 26 77
8 Agustus 30 8 31 19 8 18 84
9 September 30 5 24 | 13 9 16 67
10 | Oktober 30 10 22 12 8 23 77
11 | November 30 19 21 11 7 22 80
12 | Desember 30 12 18 10 9 3 52
Jumlah 126 | 262 | 155 | 66 | 216 799

Keterangan : DL = Dinas Luar
Sumber : Kantor Camat Bandar Petalangan, 2021
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Dengan ada nya data diatas maka ditemukan beberapa fenomena antara
lain:

1. Tingginya tingkat absensi pegawai untuk bekerja di wilayah pusat Bandar-

Petalangan.

2. Rendahnya kinerja pegawai dilihat tanggung jawab -pekerjaan,waktu
termasuk berada diluar kantor saat jam kerja.

Dari permasalahan tersebut perlu adanya kepastian kepemimpinan aparatur
sipil Negara. Pembangunan aparatur sipil negara, yang bertujuan membentuk
sikap aparatur.negara agar berorientasi pada pembangunan dan berperan sebagai
pengawas pembaruan dan sebagal mesin pembangunan. Dan kemaslahatan
mendidik Aparatur Sipil Negara terletak pada terciptanya citra pegawai, penuh
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara
dan pemerintah, bersatu padu, bermental baik, berwibawa, pekerja keras, berdaya
guna, yang berkualitas dan sadar akantugas, tanggung jawabnya sebagai unsur
penyelenggara negara, sebagai pegawai negeri dan pegawai negeri sipil.
Pembinaan karyawan pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja.

Berkaitan dengan hal itu maka seorang Aparatur Sipil Negara perlu
mendapatkan pembinaan. Dan pembinaan pegawai harus dilakukan secara
keseluruhan, sistematis dan berkesinambungan, yang berarti bahwa pembinaan
Aparatur Sipil Negara tidak bisa dilakukan secara terpisah, tapi perlu dilakukan
secara terarah, komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan konsep yang
jelas.Pembinaan mengarah pada perubahan ke arah yang lebih baik dari
sebelumnya, yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan,

pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan untuk mencapai
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tujuan hasil yang lebih baik. Dalam perspektif yang lebih luas, dapat dikatakan
bahwa pembinaan adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia, yang
intinya adalah bagaimana memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada
diperlakukan sehingga memenuhi_persyaratan dan ditujukan untuk mencapai
tujuan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk
meningkatkan kualitas kerja, seperti halnya Aparatur Sipil Negara..

Mereka memiliki peranan yang besar dalam pencapaian Cita-cita bangsa.
Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja, pembinaan terhadap
pegawai juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin, mengembangkan karir dan
etika mereka. Pembinaan tersebut dapat dilakukan untuk berbagai tujuan dan juga
arah yang berbeda-beda. Manfaat Pembinaan ASN adalah membentuk karakter
dan kepribadian.

Agar dapat mengatur-dan mengarahkan secara tepat agar karyawan dapat
bekerja lebih efisien dan efektif, departemen sumber daya manusia tersebut harus
mendapat perhatian yang serius dan serius dari pihak manajemen organisasi. Salah
satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam..mencapai tujuannya, selain
kemampuan menggerakkan bawahan atau.pegawai dari pimpinan organisasi itu
sendiri, sangat ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan pegawainya..

Selain itu dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur tentang tentang
cara pemerikasaan, tata cara pengajuan dan penyampaian hukuman disiplin kerja
serta tata cara pengajuan keberatan apabila pegawai tersebut merasa keberatan
terhadap hukuman disiplin kerja yang dijatuhkan oleh pimpinan kepada pegawai

negeri yang bersangkutan.
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Dari keterangan di atas dan kondisi yang dijelaskan oleh penulis, terlihat
jelas bahwa tugas aparatur di kantor kecamatan Bandar Petalangan tidak baik,

sehingga diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam berdasarkan gejala dan

n kurangnya

arena kurangnya

i otoritas agar
n pemerintah

s ditaati oleh

KECAMATAN BANDAR PETALANGAN)”

B. Perumusan Masalah

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai maka diperlukan
adanya Aparatur Sipil Negara yang penuh Kkesetiaan dan ketaatan pada
pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawa sehingga disiplin pegawai

dapat dilaksanakan dengan aturan telah ditetapkan.
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Namun, dari pengamatan yang dilakukan di atas, rumusan masalah dapat
dirumuskan sebagai berikut:

A. Bagaimanakah penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor

dilapangan.
2. Sebagai bahan referensi dan sumber ilmu pengetahuan bagi akademisi
dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan

penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara.
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b. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai evaluasi

penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

kemana erhuf engan pe clz embang, sampai

e
g

yang berk penulis sendiri,

selain itu j erkaitan dengan

variabel penelitia yakni E of entas akan publik.

kebijakan publik adalah studi te s politik itu sendiri, karena kebijakan
publik adalah proses pengambilan keputusan (memilih dan mengevaluasi
informasi yang tersedia untuk memecahkan masalah). Manajemen adalah suatu
ilmu dan seni, disebut disiplin ilmu karena manajemen memenuhi syarat-syarat

ilmu, seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material dan formal,

bersifat universal, sistematis, dan spesifik (khas). Menurut Surya Ningrat,

15



16

pemerintah adalah sekelompok individu yang memiliki kekuasaan tertentu untuk

menjalankan kekuasaan negara, tindakan atau bisnis atau pemerintahan.

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan atas perintah (2 pihak yaitu yang
memerintah dan yang diperintah).

2. Pemerintah (Pe) adalah badan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan

3. Pemerintah (akhiran) berartitindakan, metode atau urusan badan pengatur.

Dari segi statistik, “pemerintah” adalah lembaga atau badan publik yang
bertugas untuk mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan dalam aspek dinamis,
pemerintahan adalah kegiatan lembaga atau badan publik tersebut dalam
menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah, dalam arti
sempit, mencakup kegiatan pemerintahan yang hanya menyangkut ranah eksekutif
(jika menurut teori van Vollhoven hanya mencakup “bestuur"). Sedangkan
pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh kegiatan pemerintahan, baik di
lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.Menurut Budiarjo pemerintah
adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan
kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat.atau penduduk dan wilayah
suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep
dasar Negara tersebut.

Pemerintah adalah orang yang berwenang menyelenggarakan pelayanan
publik dan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik bagi semua yang
menyelenggarakan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat
yang terkena dampak dapat menerimanya sesuai kebutuhan sesuai dengan

kebutuhan pemerintah..
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Menurut Mukhadam Labolo, pemerintah sebenarnya adalah suatu usaha untuk
mengatur kehidupan bersama dengan baik dan benar guna mencapai tujuan yang
telah disepakati bersama atau diinginkan. Pemerintah dapat dilihat dari beberapa
aspek penting, seperti kegiatan.(dinamika),. struktur fungsional, serta tugas dan
wewenangnya. Dan pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan
publik, "~ menciptakan kondisi= yang |Smemungkinkan setiap masyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk kemajuan bersama.

Secara struktural, pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi pemerintah
dan pemerintah daerah. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, pemerintah daerah
menyelenggarakan urusan negara pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi. dan pengelolaan bersama dengan prinsipiotonomi seluas-luasnya. Dalam
Etzioni (1985), organisasi yang disebut \Weber sebagai birokrasi mendefinisikan
norma-normanya Sendiri untuk dilaksanakan. Sebuah organisasi akan bekerja
secara efektif jika para anggotanya mengikuti semua aturan. Organisasi dapat
menggunakan kekuatan yang mereka miliki.dengan memberi penghargaan kepada
mereka yang mematuhi atau menghukum mereka yang tidak, untuk memastikan
bahwa anggota mematuhi aturan yang ada. Sedangkan menurut Pasolong,
Supriadi Legino menjelaskan bahwa birokrasi adalah organisasi yang dipimpin
oleh pejabat pemerintah di bawah menteri yang menjalankan tugas pokok sebagai

pemberi pelayanan. Birokrasi yang dirancang untuk mengatur negara, mengatur
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negara, termasuk penyediaan pelayanan publik dan pembangunan, sering
dimaknai masyarakat dalam berbagai konotasi.

Tugas utama birokrasi adalah mengikuti professionalKeputusan politik
yang dibuat oleh_pemerintah dan pembentukan-pemerintahan atau birokrasi dapat
dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang organisasi Sebagai mesin
menekankan perlunya kecepatan, akurasi, kejelasan, keteraturan, keandalan, dan
efisiensi, yang dicapai dengan konstruksi unit, hierarki, dan aturan yang berbeda
sebagai bentuk pembagian yang ketat. Pada saat yang sama, sebagai sudut
pandang organisasi sebagai entitas hidup memiliki sudut pandang yang tidak ada
pada satu jenis organisasi, yang dapat menjawab berbagai masalah dan cocok
untuk semua kondisi, sehingga organisasi dapat terus melakukannya. Menurut
Jeddavi (2009), birokrasi terstruktur sebagai hierarki kekuasaan yang kompleks, di
mana prioritas diberikan pada_pembagian kerja, yang terperinci, yang dilakukan
oleh sistem administrasi, terutama oleh pejabat pemerintah. Ciri utama struktur
birokrasi adalah prinsip pembagian kerja, struktur hierarki, aturan dan prosedur,
prinsip netral dan tidak memihak, pertumbuhan karir dan birokrasi yang bersih.
Dengan paradigma baru birokrasi. memiliki-karakteristik tambahan, dan itu adalah
arah, penugasan kekuasaan dan penciptaan persaingan di bidang pelayanan publik.
Menurut Tamina, birokrasi negara menjalankan empat fungsi, yaitu:

1) Fungsi sebagai sarana menjelaskan hukum dan kebijakan publik dari
kegiatan biasa yang menghasilkan barang, jasa, atau barang, atau untuk

melaksanakan keadaan tertentu.
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2) Mengajukan usulan dalam bentuk fungsi politik, seperti penyuluhan,

informasi, keterampilan fisik dan profesional untuk mempengaruhi

pembuat kebijakan.

3) e inga iK,.S€ ngkapkan aspirasi dan

4) Mendoron an | asi, memok ﬁ' sumber daya

melayani dan
mengatur mendahulukan
kepentingan i persingkat  proses

penyelengga : plik erik epada masyarakat,

pemberdayaan : ) andirian  dalam  masyarakat, dan
pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Siahyan
menyatakan bahwa ada empat fungsi utama pemerintah, yaitu:

1. menjaga ketertiban dan ketentraman (maintain peace and order),

2. pertahanan dan keamanan,

w

diplomatik dan

>

perpajakan.
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Sementara itu, menurut Ndraha, ada dua jenis fungsi pemerintahan yang terbagi

menjadi dua (dua) yaitu:

1) Fungsi pokok yang berhubungan positif dengan kekuasaan mereka yang tetap
bekerja dan_memerintah.-Artinya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki
gubernur, semakin besar pula fungsi dasar negara. Pemerintah terutama
menyediakan layanan publik|yang ‘tidak, diprivatisasi, termasuk layanan
pertahanan dan keamanan dan layanan publik, termasuk birokrasi.

2) Fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat kewenangan yang
diaturnya. Artinya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki gubernur, semakin
kecil peran sekunder pemerintah. Karena kebutuhan yang tertata, barang dan
jasa tetap-lemah dan tidak berdaya, tidak dapat dipenuhi sendiri, dan
memainkan peran sekunder, termasuk penyediaan dan pembangunan gedung
dan infrastruktur.

Karena sifat tugas pemerintahan yang luas dan kompleks yang beroperasi

di wilayah negara yang luas, sesuai dengan ayat 1 dan 2 pasal 18 UUD 1945 dan

pasal Il tentang pembagian wilayah negara pasal 2 UUD 1945 dan pasal 2 tentang

pembagian wilayah negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi itu dibagi atas kabupaten

kabupaten dan kota. Pembentukan wilayah yang terbagi atas wilayah-wilayah
besar dan kecil diperlukan untuk memudahkan pemenuhan tugas-tugas negara,
dan pembentukannya terstruktur dari pusat (Pemerintah) sampai ke daerah-daerah

(local self government) yang tidak dapat dipisahkan atau dipisahkan. satu sama
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lain sehingga dapat memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat dan juga
memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat..

Namun, meskipun utuh, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan_daerah, daerah tersebut bersifat mandiri, tidak
memiliki- hubungan hierarkis satu sama lain, dan bersifat otonom. Dengan
terbentuknya pemerintahan yang terstruktur «dari pusat sampai ke daerah akan
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya sehingga dapat memperlancar tugas-
tugas seperti- menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena
pemerintahan pada hakekatnya dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri,
tetapi untuk melayani masyarakat. Pemerintah harus dekat dengan rakyat, karena
pemerintahan yang baik adalah yang dekat dengan rakyat. Pemerintah harus lebih
dekat dengan masyarakat agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara memiliki kepercayaan
dan kepercayaan dari rakyat.Otonomi daerah merupakan salah satu manifestasi
dari prinsip desentralisasi administrasi publik. Menurut asas ini, kekuasaan negara
dibagi antara pemerintah di satu pihak dan pemerintah daerah di pihak lain.
Pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah tidaklah sama tergantung
pada sistem masing-masing negara dan kemauan politik pemerintah untuk
mendelegasikan kekuasaan tersebut. Dalam tatanan negara kesatuan, wilayah akan
didominasi atau rakyat pemerintahan akan didominasi. Menurut Amrah Muslim,
kepentingan pemerintah semakin meningkat, dan pemerintah tidak akan mampu
mengelola semua kepentingan tersebut dengan baik tanpa berpegang pada prinsip-

prinsip daerah..
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2. Teori Kebijkan Publik

Budi Winarno (2012) dalam bukunya Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan
studi Kasus) mengemukakan beberapa pengertian atau definisi kebijakan publik
yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan-publik. Diantaranya adalah Robert
eyestone (Winarno, 2012:20) yang mengemukakan definisi yang sangat
luastentang kebijakan publik-yaitu® hubungan .suatu unit pemerintah dengan
lingkungannya. Menurut Thomas R. Dye (Winarno, 2012:20) mengatakan bahwa
kebijakan publik adalah apapun yang dipilin oleh pemerintah untuk dilakukan
ataupun tidak dilakukan. Sedangkan Carl Friedrich (Winarno, 2012:20-21)
memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang
memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang
diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi, dalam rangka mencapai suatu
tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Kebijakan
(policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom), karena
kebijaksanaan merupakan pekerjaan tahan aturan yang sudah ditetapkan sesuali
dengan situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Publik
adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani
olen pemerintah sebagai administrat  tetapi juga sekaligus kadang-kadang
bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hokum tata negaranya.

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010;38) kebijaksanaan public
adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-daya yang ada untuk

memecahkan masalah public. Menurut Laswell dan Kaplan dalam Adisasmita
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(2011;213) kebijakan public adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang dilaksanakan oleh instans-instansi pemerintah beserta jajarannya dan

masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. akar Yunani dan Sansekerta;
polis (provinsi kota) dan pur (kota) menjadi politea (negara bagian) dalam bahasa
Latin dan akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris pada Abad Pertengahan,
disebut kebijakan, yang berarti untuk memecahkan masalah publik atau masalah

administrasi pemerintahan. Pada hakekatnya ini adalah kebijakan pemerintah

untuk kesejahteraan, kemakmuran dan kesejahteraan warga kota dan masyarakat
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(Sumaryaadi, 2010; 83). Paint (Santosa, 2012; 27) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai distribusi nilai-nilai ke seluruh masyarakat..

Kebijakan publik berkaitan erat dengan keputusan pemerintah dalam

=4
g
v
g
o
g
sa.
o
(=4

am bahasa Arab,

Pengertian penilaian secara umum dapat diartikan sebagai proses
sistematis dalam menentukan nilai suatu barang (indikasi, tindakan, keputusan,
Kinerja, proses, orang, benda, dll) berdasarkan kriteria tertentu dalam penilaian.
Untuk menentukan nilai suatu item dengan membandingkannya dengan suatu

indikator, evaluator dapat membandingkannya secara langsung dengan Kkriteria
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umum, melakukan pengukuran terhadap item yang dinilai, kemudian
membandingkannya dengan Kkriteria tertentu.

Menurut Yusuf (2000:3) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dari

arti yang berhu aS # oeberapa skala
nilai terhadap evaluasi dapat

disamakan , dan penilaian

(assesment) genai nilai atau

manfaat has

taaaa

Efisiensi dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat
efisiensi tertentu. Efisiensi, yang identik dengan rasionalitas ekonomi, adalah
hubungan antara efisiensi dan usaha, yang terakhir ini umumnya diukur dalam

istilah moneter.
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3. Kecukupan tergantung pada tingkat efektivitas pemenuhan kebutuhan, nilai
dan peluang yang menimbulkan masalah. Kriteria kecukupan menekankan
korelasi yang kuat antara pilihan kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Hukum berkaitan erat dengan_rasionalitaschukum dan.sosial dan mengacu
pada distribusi hasil dan upaya antara kelompok-kelompok yang berbeda
dalam = masyarakat.  Kebijakan: ‘mitigasi  adalah  Kkebijakan yang
mendistribusikan konsekuensi (misalnya, unit layanan atau manfaat tunai) atau
upaya (misalnya, biaya uang) secara merata. Kebijakan untuk mengalokasikan
pendapatan, kesempatan pendidikan, atau layanan publik terkadang diusulkan
atas dasar kriteria kesetaraan. Kriteria kesetaraan erat kaitannya dengan
konflik etika seputar keadilan, konsep keadilan, dan justifikasi yang cukup
untuk distribusi risiko di masyarakat.

5. Akuntabilitas tergantung, sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi
kebutuhan, peluang dan nilai-nilai kelompok tertentu. dalam masyarakat.
Analisis yang dapat memenuhi semua Kkriteria lain, seperti efisiensi,
efektivitas, kecukupan, dan pemerataan, tetap penting jika tidak menjawab ada
tidaknya suatu kebijakan, sehingga kriteria respons menjadi penting.

6. Soal definisi kebijakan bukanlah kriteria independen, melainkan kriteria yang
terkait erat dengan alasan, karena dua atau lebih kriteria dipertimbangkan
bersama. Akurasi mengacu pada nilai dan nilai tujuan program dan kekuatan
asumsi yang mendasari tujuan tersebut..

Menurut Wirawan (2011:30) evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang

ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan
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dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan praktek
profesi.

Menurut Suharto (2005:60) pengertian evaluasi adalah pengidentifikasian

gan kata lain evaluasi

kemajuan dalam aksanas 0 ntuk dijadikan
bahan bagi 2 : +-:' i : > : esalahan yang telah
dilakukan. 1

Eval at | ; J n keberlanjutan
program. Subars 2016: 423-1 : K3 S gumentasi perlunya

evaluasi.

berhasil atau tidak.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Melakukan penilaian kinerja suatu
kebijakan dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat

dari kebijakan dan program pemerintah.
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4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila

evaluasi tidak dilakukan, para stakeholder terutama kelompok sasaran

tidak mengetahui manfaat dari sebuah kebijakan.

terhadap kualita € i as dipandang sebagai
proses merence , ; rmasi yang sangat
diperlukan embuat ¢ :' ' € :t i JtUS engan demikian,

Evaluasi of 3 ) ] Sis S anentukan atau

1) Fungsi pengukuran kebe
Mengukur keberhasilan suatu acara atau program adalah fungsi evaluasi
yang paling penting. Tingkat keberhasilan diukur dari berbagai komponen,
antara lain metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian

tujuan.
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2) Fungsi pemilihan
Dengan fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk memilih

orang, metode, atau alat menurut standar yang telah ditentukan. Misalnya,

3)
a ‘ 2lebihan  dan
tensi tertentu
k mengetahui
pelajaran yang
5)

Menurut Nugroho (201 677), penilaian dibagi menjadi tiga

kelompok, yaitu:

a. sebuah. Evaluasi administrasi adalah penilaian administrasi-anggaran,
efisiensi, dan biaya dari suatu proses kebijakan dalam suatu pemerintahan.
b. evaluasi terhadap upaya yang dilakukan terhadap kontribusi program yang

dikembangkan sesuai dengan kebijakan.
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c. penilaian kinerja, yang mengevaluasi efektivitas program yang
dikembangkan oleh kebijakan

d. kecukupan evaluasi Kinerja atau evaluasi efisiensi, yang menilai apakah

2. Mengukur tingkat efektivitas kebijakan. Dengan bantuan evaluasi, Anda
dapat mengetahui seberapa besar manfaat dan biaya polis.

3. Mengukur tingkat output kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah
untuk mengukur efektivitas, belanja, dan kualitas kebijakan.

4. Mengukur dampak kebijakan. Pada tahap ini, penilaian bertujuan untuk

melihat dampak dari kebijakan tersebut, baik positif maupun negatif.
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5. Mengetahui apakah penyimpangan dapat terjadi dengan membandingkan
tujuan dan sasaran dengan pencapaian tujuannya.

6. Sebagai pintu masuk ke kebijakan masa depan. Tujuan akhir dari evaluasi

i. Berikut ini

adalah penjelasa lah sa : mum digunakan.:

3. Pengumpulan data
Berdasarkan model yang telah disusun, pengumpulan data dapat dilakukan
secara efisien dan efektif sesuai dengan kaidah, kebutuhan, dan

kemampuan keilmuan yang relevan.
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4. Pengolahan dan analisis data

Setelah data dikumpulkan, data diproses untuk analisis yang mudah

menggunakan alat analisis yang tepat untuk menghasilkan bukti yang

1) Penjelasan melalui evaluasi memungkinkan Anda untuk memotret realitas
pelaksanaan program dan membuat generalisasi tentang pola-pola
hubungan antara berbagai dimensi realitas yang dapat diamati.
Berdasarkan penilaian ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah,

kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
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2) Kebutuhan, melalui penilaian dapat diketahui apakah tindakan yang

dilakukan oleh para aktor, baik birokrasi maupun aktor lainnya, telah

sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3) it, me i da iketahui apa hasilnya benar-benar

4) Akunta o oen ensi f ekonomi dari

4.

Pengertian disif ‘ ika -L ; Jim walau pun arti
sesungguh nya-adala i ras? '_ 3 plina”, yang berarti
latihan atau L - ; i embangan budi
pekerti. Jadi, ikap yang benar
terhadap pekerjaa : 46 K s Umum Bahasa
Indonesia, disip rbuatannya menaati
tata tertib. Disiplin d la sesuatu dengan tertib
dan teratur secara berkesin impian dan tujuan yang ingin
dicapai.

Disiplin adalah proses mengoreksi dan menghukum pejabat yang lebih
rendah yang melanggar suatu aturan. Disiplin merupakan bentuk pemantauan diri
karyawan dan latihan rutin yang mencerminkan tingkat keseriusan tim Kkerja
dalam organisasi. (Sulistiani, 2012: 290). Sedangkan menurut Handoko

(2018:208), disiplin adalah kegiatan manajemen yang menerapkan standar
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organisasi. Artinya disiplin merupakan acuan bagi organisasi dalam menentukan
standar yang berlaku bagi organisasi.

Hasibuan (2016:193) mendefinisikan kedisiplinan adalah: “Kesadaran dan

n._norma-norma sosial

peraturan orga 0 Dari definisi yang
dikemukaka ) : gena - ﬁf mbaran bahwa
disiplin ke erupakan k _- e -_ '1;'_' : emua peraturan
serta melaksanaka gas-tu :‘. ...:h ¢ secara  Sukarela

maupun karena terpak - gorang karyawan

disiplin adalah untuk meningkatkan efesiensi semaksimal mungkin dengan cara
mencegah pemborosan waktu dan enel *, mencegah kerusakan dan kehilangan
harta benda, mesin, dan peralatan kerja akibat ketidakhati-hatian, mencegah kerja
yang lambat akibat keterlambatan atau kemalasan, dan mengatasi perbedaan dan
mencegah ketidaktaatan yang disebabkan salah pengertian dan penafsiran,

Sutrisno (2017:8788)
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Sutrisno (2017:88) berpendapat bahwa disiplin kerja sangat diperlukan

untuk menunjang kelancaran segala aktifitas organisasi agar tujuan organisasi

dapat dicapai secara maksimal. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang

semua karyawan selalu memperhatikan bagaimana pemimpin dapat
menjaga kedisiplinan dan mempengaruhi aturan kedisiplinan melalui
perkataan, tindakan, dan sikap. diatur.

3. Apakah ada aturan khusus yang bisa dijadikan pedoman?

Badan tersebut tidak akan mengembangkan disiplin kecuali ada aturan

tertulis yang jelas untuk digunakan sebagai pedoman umum.
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4. Keberanian pemimpin dalam bertindak

Jika terjadi pelanggaran disiplin, manajemen harus berani mengambil

tindakan yang tepat dalam menanggapi pelanggaran tersebut.

ikan bahwa

)sedur yang

i

hbeda-beda.

Singodimej mengikuti dan

5 2

menaati lin - karyawan

mempercepa in menghambat

Aay

kesuksesan. butuhkan baik oleh indivic : organisasi.

instansi/perusahaan.

2) Motivasi, motivasi dan inisiatif kerja karyawan yang tinggi.

3) Adanya rasa tanggung jawab dari pegawai untuk melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya.

4) Mengembangkan rasa memiliki dan solidaritas yang tinggi antar

karyawan.
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5) Meningkatkan produktivitas dan produktivitas pekerja.
B. Penelitian Terdahulu

Tabel I1.1 : Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No

)

Konsep evaluasi
Menggunakan
konsep disiplin
kerja
Menggunakan
indikator
evaluasi

Lokasi

penelitian di
Kecamatan
Kawangkoan
Kabupaten
Minahasa

0,

~h

v
e 4
”
)
o
7
o

Fokus penelitian
pemberdayaan
ASN dalam
meningkatkan
kinerja pegawai
Lokasi

penelitian di
Kabupaten
Katingan
Menggunakan
konsep
pembinaan

‘:fds -

‘n\:a\'

P

4

Vicky -Fokus penelitian | -Lokasi penelitian di
Lawere Kebijakan disiplin ASN Kecamatan

Sofia Disiplin -Sama-sama Aertembaga  Kota
Pangemanan Pegawai menggunakan Bitung

Josef Negeri Sipil | konsep evaluasi -Fokus  penelitian
Kairupan Melalui -Sama-sama presensi sistem sidik
Presensi menggunakan jari

Sistem metode kualitatif
Sidik Jari

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, adapun yang membedakan
penelitian yang saya teliti dengan penelitian yang sudah ada ialah: dari segi teori

indikator, tahun, lokasi dan teknik pengukuran. Dari segi teori penelitian penulis

menggunakan teori dan Villiam N. Dunn.
e

Nk !n .'i\“ » ;
B o wh— 0
Davis dan John : : ‘

i-teori Keith

Sedangkan teori yang saya gunakan menurut William N.Dunn (2003:608-610):

Efektifitas
Efisiensi
Kecukupan
Kesamaan

Responsivitas

© g w D E

Ketepatan
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C. Kerangka Pikir
Gambar 11.1. Evaluasi Kebijakan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Di Kantor Camat Kecamatan Bandar

Petalangan Kab

%

et

Sumber Data: Modifikasi Penelitian 20
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D. Konsep Operasional
Untuk menghindari salah satu penafsiran persepsu atau istilah yang

digunakan diberi konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut:

Disiplin : 3 J ilaksanaka ciptakan suatu

lingkung erja : guna melalui sistem

dapat dicapai melalui tindakan.
5. Efektifitas (effevtiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai
hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan tindakan.
Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu

diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
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6. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim
dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas
dan usaha yang terakhir umumnya diukur.dari ongkos moneter.

7. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat
efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan
adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan
antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

8. Kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan
menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok
yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan
adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat
moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil di distribusikan.
Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan
pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar
kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang
saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar
dasar yang memadai untuk mendistribusikan risosis dalam masyarakat.

9. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu
kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, potensi, atau nilai kelompok-
kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena
analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya- efektifitas, efisiensi,

kecukupan, kesamaan, Jika kebijakan tersebut tidak dijawab, tetap akan gagal.
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10. Definisi suatu kebijakan bukanlah suatu kriteria yang berdiri sendiri,

melainkan suatu Kriteria yang erat kaitannya dengan dasar pemikiran, karena

dua atau lebih kriteria dipertimbangkan secara bersama-sama. Akurasi

mengacu pada nilai dan nilai_tujuan_program dan kekuatan asumsi yang

mendasari tujuan tersebut..

E. Operasional Variabel

Tabel 1111 Operasional VVariabel Evaluasi Kebijakan Penegakan Disiplin
Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Di Kantor
Camat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan)

Konsep Variabel Indikator Item.Penilaian
1 2 6 4

Suatu  disiplin | Evaluasi 1. Efektivitas . Diketahuinya target yang
ilmu sosial yang | Penegakan akan dikerjakan oleh
menggunakan Disiplin pihak yang terkait
berbagai macam | Aparatur . Diketahuinya  tindakan
metode sipil Negara apa yang dikerjakan
penelitian dan.| di 2. Efisiensi . Adanya_ upaya mencega
argumen untuk | Kabupaten pelanggaran aturan
menghasilkan pelalawan 3. kecukupan . pelaksanaan pemantauan

dan
mentransformas
ikan  informasi
yang relavan
dengan
kebijakan yang
digunakan
dalam
lingkungan
politik tertentu
untuk
memecahkan
masalah
kebijakan
(William
N.Dunn, 1994)

terhadap kondisi disiplin
pegawai di lapangan

. melakukan upaya sidak

4. kesamaan

. melakukan pegawasan

terhadap disiplin pegawai

. mengikuti peraturan yang

berlaku

5. responsivitas

. Berusaha

. Melayanin masyarakat

dengan tanggap dan
responsive

. Menjanjikan penyelesaian

dokumen masyarakat
tepat waktu

penuh
mempercepat
penyelesaian dokumen

6. Ketepatan

. menetapkan sanksi bagi

yang melanggar secara
adil
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

menganalisa
berikan suatu

ini  bertujuan

Sesuai dengan judul yang penulis teliti adalah Evaluasi kebijakan
Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus
Survei akan dilakukan di Kantor Camat Kabupaten Bandar Petalangan di Negara
Bagian Pelalawan di Kantor Kecamatan Kabupaten Bandar Petalangan di Provinsi
Pelalawan. Alasan peneliti memilih pusat penelitian karena masih banyak instansi

pemerintah yang tidak melaksanakan tugasnya pada jam kerja..
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C. Informan dan Key Informan
1. Informan

Informan menurut Moleong (2006; 132) adalah orang-orang yang terbiasa

penuhi pada

ini  yaitu

JABATAN

Camat

Sekretaris
Camat

Kasubbag
Umum dan
Pegawai
Pemerintahan

Kasi
Pemerintahan

Abu Bakar,S.Pd Peanta Tk.1 Kasi Pelayanan

Ii/d umum

Sumber Data: Modifikasi Penelitian 2021

2. Key Informan
Menurut Moleong (2005; 3), informan kunci adalah orang-orang yang

dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang sesuatu, serta memberi saran
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pada sumber bukti untuk mendukung dan menciptakan sesuatu terhadap sumber
yang relevan..

Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus

aten Pelalawan.

G . : ** asus Kantor Camat
Kecamatan Bandar Petale
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang penulis peroleh dari
Kantor Camat Kecamatan Pelalawan yang terdiri dari:
a. Tugas dan fungsi pegawai Aparatur Sipil Negara
b. Struktur Organisasi Kantor Camat Bandar Petalangan

c¢. Visi dan misi kantor pusat kabupaten Petalangan
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E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian

ini adalah:

anya, dan
menjawab
86). Penulis

a memperoleh

rapat,dan sebagainya. (Suharsimi, Arikunto,2006:206) sedangkan
Dokumen adalah merupakan metode pengumpulan data kualitatif
sejumlah besar dokumen dan data disimpan dalam dokumen dalam

bentuk dokumen.
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E. Teknik Analisis Data

Dalam Studi ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu

suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran yang terinci berdasarkan




F. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 111.2 :

Jadwal

Waktu

Kegiatan

Penelitian

48

Tentang Evaluasi

Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten
Pelalawan (Studi Kasus Di Kantor Camat Bandar Petalangan

Kabupaten Pelalawan)

No

JenisKegiatan

Tahun2021-2022

Januari-

Juli

Agustus- | Desemb
Oktober |er

Januari-
Maret

1 PersiapanPenyusunan
2 Seminar UP
3 Perbaikan UP
4 Revisikuesiner
5 Rekomendasi survey
6 Survey lapangan
7 Analisis data
Penyusunan  laporan
8 hasil penelitian
Konsultasi revisi
9 skripsi
Ujian  komprehensif
10 skripsi
11 | Revisi skripsi
12 | Penggandaan skripsi

Sumber : Modifikasi Peneliti 2022
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Pembentukan Kabupaten Pelalawan

menjadi
(1811-18

Pelalavan,

tanggal 12
dengan keg

provinsi/kota. sesuai de \ an, Pangkalan Kerinchi,

adat, intelektual, Smart Wise, dan Ulama Apel. Negosiasi besar mengungkapkan
bahwa Pelalavan dimulai dengan kerajaan Pekantua, yang memisahkan diri dari
kerajaan Johor pada tahun 1699 M, dan kemudian memperoleh kekuasaan penuh
di daerah tersebut.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 13.924,94 km? yang sebagian

besar terdiri dari daratan dan sebagian pulau-pulau. Beberapa pulau besar di

49
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wilayah Kabupaten Pelalawan antara lain Pulau Mendul (Nyalai), Pulau Muda,
Pulau Serapung, Pulau Lebuh dan pulau-pulau kecil lainnya. Pada awal
pembentukannya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu: Langgam, Pangkalan Kuras,
Bunut dan Kuala Kampar. Dalam. perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara
administratif terbagi menjadi 12 kecamatan, yang meliputi 106 desa dan 12
kecamatan. Kecamatan yang-belum Smemiliki desa yaitu kecamatan Bandar
Seikijan dan Bandar Petalangan..

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hingga akhir tahun 2010 sebanyak
311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari perwakilan berbagai suku budaya.
Kabupaten Pelalawan memiliki 106 pemerintahan desa dan 12 pemerintahan
kabupaten. Desa-desa tersebut terletak di bantaran sungai, juga terdapat
perkebunan, pemukiman kembali, serta 12 kecamatan, dimana kecamatan terluas
adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 ha (30,45%), dan yang terkecil
adalah Kecamatan Pangkalan Kerinchi dengan luas 19.355 ha atau 1,39% dari
luas wilayah Kabupaten Pelalawan.Kecamatan Pangkalan Kerinchi sebagai ibu
kota Kabupaten Pelalawan merupakan ibu kota kecamatan yang jaraknya paling
dekat dengan ibu kota kabupaten yaitu 1.km, dan jarak terjauh dari ibu kota
kabupaten adalah ibu kota kabupaten Kuala Kampar yaitu desa Teluk Dalam..

Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No.
KPTS.528/X1/2000 tanggal 9 November 2000 tentang Pengangkatan Anggota
DPRD Kabupaten Pelalawan Hasil Pemilihan Umum 1999.

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pelalawan

(DPRD), pemilihan bupati pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2001
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dalam rapat paripurna, pasangan T. Azmoun Jaafar, SH terpilih bersama ABD
Anas Badrun sebagai bupati. . dan Wakil Bupati Pelalawan. Periode 2001 hingga
2006.

Setahun setelah pemilihan.anggota DNRD, pada tanggal 8 Februari 2006,
pemilihan bupati/wakil bupati dipilin oleh rakyat dengan pemilihan langsung,
sesuai hasil pemilihan, pasangan T, Azmoun Jaafar dengan Rustam Effendi
menang, yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131-14-94 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengangkatan Bupati Provinsi Pelalawan-Riau. Pilkada Kabupaten Pelalawan
putaran kedua berlangsung pada 16 Februari 2011. Dala